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Mengingat 

BUPATI PASURUAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR  150 TAHUN 2021 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 
TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PASURUAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan 
Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka 
perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja 
Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati; 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pememerintah Daerah Kabupaten di Djawa Timur
(Serita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);













d. pengkoordinasian penyelenggaraan pemagangan;

e. pengkoordinasian pelayanan pengelolaan informasi Pelatihan kerja

dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;

f. penyebarluasan informasikonsultasi prod uktivi tas kepada 

perusahaan kecil;

g. pengkoordinasian pengukuran dan pemantauan produktivitas;dan

h. pengkoordinasian penyelenggaraan akreditasi lembaga pelatihan

kerja dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja;

i. pengkoordinasian penyelenggaraan monitoring dan evaluasi

lembaga pelatihan kerja;

j. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat 

Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 

Pasal 8 

(1) Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai

tugas melaksanakan kegiatan di bidang penempatan dan perluasan

Kesempatan kerja.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang

Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai fungsi

a. pelaksanaan koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi

pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan

pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada

masyaral{at;

b. pelaksanaan koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam

pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada

masyarakat;

c. pelaksanaan koordinasi perantaraan kerja dalam pelayanan antar

kerja serta perluasan kesempatan antar kerja kepada masyarakat;

d. pelalrnanaan verifikasi penerbitan izin kepada lembaga 

penempatan tenaga kerja swasta; 

e. pelaksanaan penyebarluasan informasi syarat-syarat dan 

mekanisme bekerja ke luar Negeri kepada masyarakat; 

f. pelaksanaan koordinasi pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon

Pekerja Migran Indonesia;

g. pelaksanaan koordinasi pelayanan dan verifikasi kelengkapan

dokumen ketenagakerjaan calon Pekerja Migran Indonesia ke luar

Negeri;

h. pelaksanaan koordinasi pelayanan penandatanganan perjanjian

penempatan bagi calon Pekerja Migran Indonesia;

1. pelaksanaan koordinasi penyelesaian permasalahan Pekerja

Migran Indonesia pra dan purna penempatan;

j. pelaksanaan koordinasi pelayanan pemulangan dan kepulangan

Pekerja Migran Indonesia;

k. pelaksanaan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia purna;



1. pelaksanaan penerbitan perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga

kerja asing yang lokasi kerjanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten

atau kota;

m. pelaksanaan unit layanan disabilitas bidang Ketenagakerjaan,

pelaksanaan penerbitan tanda daftar bagi bursa kerja khusus;

n. pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan kegiatan di bidang

ketranmigrasian; dan

o. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima 

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

Pasal 9 

(1) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan pembinaan hubungan industrial,

pengembangan kelembagaan hubungan industrial, persyaratan kerja,

pengupahan, Jaminan Sosial dan penyelesaian perselisihan hubungan

industrial.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1), Bidang Hubungan

Industrial dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan

perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi daerah

Kabupaten/Kota;

b. pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama daerah 

Kabu paten/ Kota;

C. pengkoordinasian proses 

perusahaan dengan 

Kabu paten/ Kota;

pengesahan dokumen 

ruang lingku p operasi 

peraturan 

daerah 

d. pengokordinasian pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi

perselisihan di perusahaan;

e. pelayanan pencatatan perjajian waldu kerja tertentu daerah

kabupaten;

f. pengkoordinasian pelaksanaan pengupahan&jaminan sosial 

daerah kabupaten;

g. pengkoordinasian pelaksanaan LKS Tripartit daerah kabupaten;

h. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga

Kerja Sama Bipartit di perusahaan;

i. pengoordinasian pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan

mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan

perusahaan;

j. pelaksanaan verifikasi dan validasi permohonan pencatatan

SP/ SB di perusahaan;

k. Pelaksanaan fungsi-fungsi yang diberikan oleh Kepala Dinas







(9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 
Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan 
sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 

Pasal 16 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati 
Pasuruan Nomor 50 tahun 2016 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 
Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidal{ berlaku. 

Pasal 17 
Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan 
pejabat structural sesuai dengan Peraturan Bupati ini. 

Pasal 18 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Pasuruan. 

Telah diteliti 
Pejabat Tanggal 

Sekertaris Daerah 
Asisten Pemerintahan dan Kesra 
Kepala Disnaker 
Kepala Bagian Hukum Setda 

Kepala Bagian Organisasi Setda 

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja 

Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal, 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH, 

              ttd.
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Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal, 31 Desember 2021 
BUPATI PASURUAN,

           ttd.

M. IRSYAD YUSUF

ANANG SAIFUL WIJAYA 
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 150 



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR TAHUN 2021 

TANGGAL TAHUN 2021 
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DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PASURUAN 
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SUB KOORDINATOR 

DAN KELOMPOK 

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF




